GUBERNUR LAMPUNG

Yenimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA KONSTRUKS!
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN

P

KABUPATEN/KOTA SE PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGCARAN 2003

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa schubungan dengan Surat Menteri Permukiman dan Prasrana
Wilayah Nomor [K.02.05-Mn/f134 dan Nomor [K.02.05-Mo/135
tanggal 19 Pebruari 2003 tentang FPengadaan Jasa Konstruksi untuk
Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2003, maka untuk lebih
memberikan kejelasan dan adanya kesamaan persepsi bagi penyedia
dan pengpuna jasa serta pengawas jasa konstruksi dalam pelaksanaan
pengadaan jasa konstruksi khususnya dilingkungan Pemerintah
Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dalam
pelaksanaan maksud surat tersebut, dipandang perlu menindaklanjuti
surat dimaksud;

bahwa sehubungan dengan butiv a tersebut diatas dan agar
pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi oleh Pemerintah
Propinsi, Kabupaten/Kota di Propinsi Lampung dapat berjalan lancar,
tertib, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai peraturan
pemnd:—mg-u.nda.ngan yang berlaku, dipandang perlu diterbitkan
pedoman pelaksaraan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi
dilingkungan Pemierintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi
Lampung dan menctapkannya dengan Keputusan Gubernur
Lampung.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Lampung;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; '
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang WNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keunangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;



1

1

e Peraturan Pemesmbale Moo 28 b 0000 eolang, Cisalia dan Peran
hasyarakal Jasa Konstruksi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 'Tahun 2000 tenlang Penyelengparaan
Tasa Konstruksi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyt lenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi

Y. Petaturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Kewangan Daeraby;

0. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman
pelaksanaan pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah;

I, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Fendapatan dan Belanja Negara;

2. Keputusan Bersama hMentedd Keuangan dan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Masional  Fomor : S42/A/2000 dan Nomor 5
2262/0.2/05/2000 téntang Petunjuk Teknis pelaksanaan Keputusan
Presiden Nomor 18 Tahur 2000 tentang Pedoman pelaksanaan
pengadaan barang/jasa Lustansi Pemerintah beserta perubahannya
terakhir dengan Sarat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan
Kepala Badan Perencaraan Nasional Nomor Kep-34/A/2002 dan
MNomor Kep-247f MPPN, 04/ 2002 tangpal 100 April 2002,

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilavah Nomor 1K.02.03-

Menetapkan

1a

Mo/ /134 tanggal 19 Pebruari 2003 perihal Pengadaan [asa Konstruksi
untuk Instansi Pemerintah ‘Tahun Anggaran 2003 dan Nomor [K.02.05-
Mn/135 tanggal 19 Pebruari 2003 perihal Pengadaan Jasa Konsiruksi
Tahun Anggaran 2003 dilingkungan Deparlemen Permukiman dan
Prasarana Wilayah.

Surat Cubernur Lampunyg Nomor 602.1/668,/03/2061 tangeal 6 April
2001 tentang Klasifikasi Jasa Pemborongan,

MEMUTLUSKAN :

KEPUTUSAN CUBEPNUR LAMPUNC TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PRAKUALIFIKASI PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAN
KABUPATEN/KOTA  5E  PROFINSI LAMPUNG  TAHUN
ANGGARAN 2003.

Pasal?
Pedoman pelaksanaan poakoalifikasi pengadaan  jasa  konstruksi
dilingkungan Pemerinta® Propinsi, Kabupaten/Kota se Propinsi
Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,

Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksad dalam Pasal 1 merupakan acvan bagi
perangkat daerah dan petugas pelaksana yang berfanggungjawab atas
pelaksanaan program atau Legiatan/proyek baik yang pembiavaannya



Pasai1 2

Pedoman sebagaimana dimaksed dalam asal 1| merupakan acuan bagi
perangkat daeral dan petugas pelaksana yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan program ataw keglatan/proyvek baik yang pembiayaannya
bersumber dari APBN, APBD maupun yang berasal dari luar negeri
{sepanjang tidak diatur vleh periberi bantuan).

Pasal 3

{1} DPengan ditetapkannya Kceputusan ini, maka kebijakan daerah yang
mengatur  pelaksanaan prakoalifikasi khosos pengaadaan jasa
konstruksi  dilingkungan  Pemerintah Daeraly yang  materinya
bertentangan dengan Keputusin ini dinyatakan tidak bericku lagi,

(2} Lal-hal yany belum diatur dalam Kepulucan ini sepanjang mengenai
pelaksanaan prakualifikasi pengadaan jasa konstruksi dilingkungan
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung
berpedoman kepada percturan perundang-undangan yang berlako.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan i Telukbetung
paaa tanggal T Juni 2003,

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku
Pembina Penyelengearaan Pemerintahan
[Faerah Dfopinsi Lampung,

dio

HARI SABARNO



